Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kopdigkonomian
pada saat ini, maka diperlukan adanya penyesuaibadap pajak hotel yang
dipungut di Kota Pasuruan;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Repuidiinesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusidbamaka Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2002 tentajak R4otel perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimpkdachuruf a dan b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajait. Hot

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahl@b4 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota KecilJdwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah881 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesauifd981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@9)3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tal@88 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran NegarabRegdndonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkeplnidonesia
Nomor 3566) sebagaimana telah diubah dengan Undagiang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Iitigpindonesia
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaralRkepgadonesia
Nomor 3984);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tah®87 tentang Badan
Penyelenggara Sengketa Pajak Umum (Lembaran NBggmablik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Riepmodonesia
Nomor 3684);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahl@B7 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negatdlik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Riepmodonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah yang keduadkalgan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (lamaubb Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahamtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel 1



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ta003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indeomsmor 47 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmadK 4287);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Ta004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembkegera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragaideRepublik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tal004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 200bNb2%», Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah ldiydag kedua kali
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Zahum 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NdB® Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 TaR0@9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&pimdonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reputdigniesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nod®rTahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkdasuruan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nog¥rTahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 teriakum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®3 18omor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2f)3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No&®&rTahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repudibnesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4578

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No#®rTahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengganaamniBehan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Mdlgsé, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoifrahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan d&er&erundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaBQf6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdddragan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 T&0B0b tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KB&suruan (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 T&007 tentang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dakoiah Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun @&0@&ng Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kasafdan Tahun 2008,
Nomor 09).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.
11.

12.

13.

14.

Kota adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Kota adalah Walikobeeserta perangkat daerah sebagai u
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertiriidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajaalhdkontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bgdag bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah baebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan matapenghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajpka&egiatan penagihan
retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan panayaya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modagl iyemupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komangigseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha mdi&rdh (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, lkspedana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masganisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bemtadan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanstirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang nienrg@ga motel, losmen,
gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahamaln penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamidr deloi 10 (sepuluh).
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yaeglidisan oleh hotel.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badag gapat dikenakan Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipambayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempumjaidan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan EergHuwchdangan
perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) buddenkler atau jangka waktu
lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paliagnd 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak umekghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanysafu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun bukugytaiek sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dib@g@a suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam BagidmnT&ajak sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganaempaaerah.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutliisiagkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuklaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek piakatau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengdentkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnyaghisinrSSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakuldengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengaa &n ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wadiko

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yatenjsegnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentbkgsarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangaembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlafakpgang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambajarg selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak gyanenentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selapgutdisingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jupiibk pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidaitang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsieya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentjikalah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebgabdari pada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnyagkainSTPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adtratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputuaag wynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kelkslirdalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadapgrpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak DaeralaniguBayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, &ettapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebilyaBaSurat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atati ISsepatusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusankaberatan terhadap
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusankaberatan terhadap
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surtdtéfean Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daétidil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadamofpngan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehi\Rgjak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukah Wajib Pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yand dagpakan banding
berdasarkan peraturan perundang-undangan perparnjakg berlaku.
Putusan Banding adalah putusan badan peradlgak atas bandin
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajokdn Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangldifaksecara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yaegiputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertaghrhlarga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengamyuswn laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi petkde Tahun Pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghitignurmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sedge&tif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk med@pgiuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi danfatduk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundai@gigan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
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28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaarah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyicikuki mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuanig tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terfata menemukan
tersangkanya.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yéanggaya disingkat APBD,
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPRg&stauan.

30. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotar&asu

BAB 11
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pedayarang disediakan oleh
hotel.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakaim ldbtel dengan pembayaran,
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hatgl sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas agghdan hiburan.

(2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ladala
a. losmen;

b. wisma pariwisata;
c. rumah penginapan dan sejenisnya;
d. rumah kos yang memiliki jumlah lebih dari 10 kamar.

(3) Jasa penunjang sebagaimana pada ayat (Lhddaiktas telepon, facsimile,
teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, sktertransportasi dan fasilitas
sejenis lainnya yang disediakan atau yang dikéilofz!.

(4) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dinthgada ayat (1) adalah :

a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan olehef®ah atau
Pemerintah Kota;

b. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atau kagikeagamaan,;

c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perapaatti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan.

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yasgjetiggarakan oleh Hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yasigkukan pembayaran kepada
orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yanmgomahakan Hotel.
BAB 1]
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembraydea yang seharusnya
dibayar kepada Hotel.
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Pasal 7
Tarip Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayatuf2f l, b, dan c ditetapkan
sebesar 10% (sepuluh persen) sedangkan untuk Hurditetapkan sebesar 5%
(lima persen).

Pasal 8
Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasggr@an pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah terijotel berlokasi.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(satan kalender.

Pasal 11
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saabgyaran atas pelayanan
Hotel.
BAB VI
PENETAPAN
Pasal 12

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusddngan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pdpk kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harushghsean kepada
Walikota palinglambat 15 (lima belas) hari sdtdd@rakhirnya masa pajak.
(4) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak terutheglasarkan SPTPD,

SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
(5) Bentuk, isi dan tatacara pengisian dan penyampbe&dasarkan SPTPD,
SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur dengan Peraturaniktfel.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan igedibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
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Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatangnya pajak Walikota
dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau kegararain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikotiamajangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidelampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhijagayang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau datag semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah paakterutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama tmgsadengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak lagdit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalanP3&B sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angkedik&nakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseipylan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukkangaktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat tegitga pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalanP[B&BT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksirasiratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekungragak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat @ak tdikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindgdeaneriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB seabsg#a dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administiaifupa kenaikan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulanngjltitwi pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palimgda24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDK8ebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dengartiRaraWalikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara @y dan penyampaian,
SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Wadiko

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

(1) Walikota dapat menerbitkan SPTPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurabgydir;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangambayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif parbunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalaiP®Psebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengakss administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan unliuk fma 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembaydempenyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (hari) kerja seteést terutangnya pajak

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetuurat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkaaljyajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajakatus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tahderbitkan.

(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setel@menuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada bW&ajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dendgamaklan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara gmatan, penyetoran, tempat
pembayaran, pengangsuran, dan penundaan pembgaekndiatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKESTPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,Pddusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajakapaedktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanbkedasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan haepada Walikota atau pejabat

yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigdabarkan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam kmHadonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiimg#ama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungaaagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat m@mkkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaanati kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pagdéht membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratangs@nana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak diampgabagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang dibbeoleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatalalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
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Pasal 20

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12gdhelas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputudas keberatan yang
diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat benm@nerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajgksramang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud zgda (1) telah lewat dan
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatamgydiajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bgritmya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya géaatapkan oleh
Walikota

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pgta(B) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasanjgsydalam jangka waktu
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilamg&iinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkanjikawamembayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal peasrBiitusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan mmikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalidengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan patirlg lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dayatliljitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atakalulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dendaesab50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusaaréetn dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonardiog, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setaga dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak ataulmikean sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebe@@®ol(seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikuralegigan pembayaran
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabgts Walikota dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN at&PBSLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/&esalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan terteddéumdaeraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Walikota dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admiifigberupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurutatysan
perundangundangan perpajakan daerah, dalam halsisaeksebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bikeaana kesalahannya;
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b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBdu aSTPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapmk gang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara glaagtukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasapertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan samkiiistratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dichpksia ayat (2) diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Paggdattmengajukan permohonan
pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 adbelas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membéiaitusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud @ad@a (2) telah dilampaui
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, peaman pengembalian
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBshditerbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajaknga kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langspeghdungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebaga dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 jddaulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajaku#tan setelah lewat 2
(dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga s@b@% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabgyanan Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayargk Babagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIl11
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjaddakevarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saaitangnya Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bifdperpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dutglesda ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paitag;
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, lbagsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan S&asa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dipitsejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung selmgaidmaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya atekgn masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepataerintah Kota
Pasuruan.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaicimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permoh@araysuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajik.Paja
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Pasal 26

(1) Piutang Pajak tidak mungkin ditagih lagi karena batuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dilakukan.

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piuggal ang sudah
kedaularsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudalu&estadiatur dengan
Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK/SANKS

Pasal 27

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan peasdreb
dalam he-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.

(2) Pemberianpengurangan, keringanan dan pembebasan dalam Ihal-ha
tertentu atas pokok pajak dan/atau sank: sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuajib\Pajak.

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada aya dalam hal-hal tertentu atas pokok
pajak dan/atau sanksir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan onmming sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahumajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran etmgerta tata cara

pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksudagatlgl) diatur
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan umhénguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangiaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berfg#ayudengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat rat@ngan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamgemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengariPanaWalikota.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajpltdfiberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pgafa(a) ditetapkan dalam
APBD.
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(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insefi#gaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepmloak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olehibWRajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalak&tentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (lakbejuga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk mentha dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undpegaajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dindmda ayat (1) dan ayat
(2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak selssdai atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkah ®Valikota untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga nagaranstansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksasamdaidang
keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenangmiveri izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayata(l)teshaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar membekkéterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang W#&jajak kepada pihak
yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadildandgerkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Huleara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izitulie kepada pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenagasabhgaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan mdinatan bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padany

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat h@us
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugarakgan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atperdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

- Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Linggan Pemerintah Kota
Pasuruan diberi wewenang khusus sebagai penyitikk umelakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daersebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (lpladzejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kdeasuruan yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ddfgjantuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padgByadalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneligr&agan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangajkan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut néesipga lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangangemai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan gdakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel 12



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orarmagiratau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain begkedangan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan baakti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkelakpenyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pebalesa tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan D&era

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoranginggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddamggbang dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokuey ¢ibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tpidaka perpajakan
Daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya daeriksa

sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaasapenyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan IRedirisesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beetahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Nagd&epublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddiadang-Undang
Hukum Acara Pidana.

[S—

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak rmempaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap mlampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Dadeglat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tataun@dana denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yangkiatau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyd@p&PTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daeraht diypdana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pid@mda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak &arang dibayar.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakndiit setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangrajak atau berakhirnya Masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atakibenga Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal 35

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehlikbta yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) ai@iddengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana aegpaling banyak
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleHiktf&a yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yangyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dima#alain Pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungéngokama 2 (dua) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0@l(gefuta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaihameksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang \kerghasiaannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada(ayatan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan gribaseorang atau
badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikanakngidana pengaduan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 aydarlayat (2) merupakan
penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahs@épanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut defgaturan Walikota.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ma&katitan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pajak Hoehllaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2002, Nomor 02, Seri B) dicabutddaratakan tidak berlaku.
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypelangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&eta Pasuruan.
Ditetapkan di  : Pasuruan

pada tanggal : 20 Nopember 2011

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI
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Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Januari 2011

SEKRETARISDAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs.H. BAHRUL ULUM MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011,
NOMOR 03

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006
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PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG

PAJAK HOTEL

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membjraielenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Obeleria itu diperlukan adanya penyesuaian-
penyesuaian terhadap sumber-sumber PendapatarDAsiah baik berupa penyesuaian tarif
maupun ketentuan regulasi yang mengatur tata esrgefolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Ied@Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabehd&Jndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribaerah dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka Peraturan Ddé&rtdh Pasuruan Nomor 03 Tahun 2002
tentang Pajak Hotel perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalgmasal ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tagsirshlah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasall-pa
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 . Cukup jelas
Pasal 3 . Cukup jelas
Pasal 4 . Cukup jelas
Pasal 5 . Cukup jelas
Pasal 6 . Cukup jelas
Pasal 7 . Cukup jelas
Pasal 8 . Cukup jelas
Pasal 9 . Cukup jelas
Pasal 10 . Cukup jelas
Pasal 11 . Cukup jelas
Pasal 12 . Cukup jelas
Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14 . Cukup jelas
Pasal 15 . Cukup jelas
Pasal 16 . Cukup jelas
Pasal 17 . Cukup jelas
Pasal 18 . Cukup jelas
Pasal 19 . Cukup jelas
Pasal 20 . Cukup jelas
Pasal 21 . Cukup jelas
Pasal 22 . Cukup jelas
Pasal 23 . Cukup jelas
Pasal 24 . Cukup jelas
Pasal 25 . Cukup jelas
Pasal 26 . Cukup jelas
Pasal 27 . Cukup jelas
Pasal 28 . Cukup jelas
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Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03
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Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
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